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ABSTRAK/ABSTRACK

Tujuan penelitian yang telah dilakukan ini adalah untuk
mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan,
kualitas pelayanan fiskus, sanksi dan sosialisasi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki
pekerjaan bebas. Jenis penelitian ini menggunakan vyaitu
metode kuantitatif. Data primer yang diperoleh dari
responden dengan teknik pengumpulan data berupa
kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu Waijib Pajak
Orang Pribadi yang Memiliki Pekerjaan Bebas yang
terdaftar di KPP Pratama Subang dengan responden
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perpajakan. sebanyak 100 responden. Adapun metode analisis yang
digunakan adalah uji validilitas dan realibilitas. Uji
Normalitas, Uji Heterokedastisitas dan Uji Multikolonieritas,
Uji t, Uji F dan koefisien determinasi.

PENDAHULUAN tahunan 2018 jumlah wajib pajak orang

pribadi yang melaporkan SPT per 1 April

Indonesia sebagai salah satu 2019 sebanyak 11,03 juta SPT. Adapun

negara yang berkembang memiliki
sumber penerimaan utama berasal dari
sektor pajak. Secara umum Pajak
merupakan iuran wajib yang dibayar
rakyat untuk negara dan dapat
dipergunakan untuk keperluan
pemerintah serta masyarakat umum.
Rakyat yang membayar pajak tidak akan
menikmati manfaat dari pajak secara
langsung, melainkan pajak biasanya
digunakan untuk kepentingan umum,
bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak
bisa digunakan untuk pembiayaan umum
seperti Pembangunan, Pendidikan,
Kesehatan. Pajak adalah salah satu dari
keberhasilan  perekonomian  negara.
Tingkat kepatuhan wajib pajak orang
pribadi di Indonesia masih terbilang
rendah. Direktorat Jenderal (Ditjen) data
perpajakan sampai dengan batas akhir
pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

data yang melapor SPT wajib pajak orang
pribadi nak sebesar 7,75 persen dari
tahun sebelumnya yang mencapai 10,237
juta. Secara keseluruhan jumlah pelapor
SPT waijib pajak orang pribadi dan badan
telah mencapai 11,30 juta SPT. Dari data
tersebut, jumlah wajib pajak yang melapor
SPT pajak badan sebanyak 278 ribu.
Oleh sebab itu jumlah pelapor SPT
secara menyeluruh terjadi peningkatan
sebesar 6,6 persen dibandingkan dengan
periode yang sama tahun lalu.
(katadata.co.id,2019)

Berdasarkan yang telah dijelaskan
oleh Arum (2012) Wajib Pajak Orang
Pribadi yang melaksanakan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas yaitu orang
pribadi yang melaksanakan kegiatan
usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan
dengan pemberi kerja. WPOP yang
melakukan suatu kegiatan usaha serta
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melakukan usaha antara lain usaha
dagang, jasa, industri, dan lain-lain.
Sedangkan pekerjaan bebas itu sendiri
merupakan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh orang pribadi yang mempunyai
keahlian khusus sebagai usaha dengan
memperoleh penghasilan dan tidak terikat
oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja.
Contoh pekerjaan bebas diantaranya
praktek pribadi sebagai dokter, konsultan,
pengacara, dan lain-lain.

Kesadaran wajib pajak bisa diliat
dari keseriusan dan kemauan wajib pajak
untuk mencukupi  kewajiban pajaknya
yang bisa diliat dalam pemahaman wajib
pajak terhadap fungsi pajak dan
keseriusan wajib pajak dalam melaporkan
SPT dan membayar pajak (Dharma &
Suardana 2014). Pengetahuan akan
berbagai kemudahan dalam melakukan
kewajibannya, prosedur yang harus
dilakukan  dan  konsekuensi  yang
diperoleh jika lalai menjadi pemicu
kesadaran wajib pajak itu sendiri. Oleh
sebab itu diharapkan kesadaran wajib
pajak mampu meningkatkan kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan yang
dimiliki oleh wajib pajak yaitu hal yang
paling utama harus dimiliki oleh waijib
pajak karena dengan adanya
pengetahuan tentang pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Pendapat Fuad dalam Fitri (2012)
mengatakan minimnya suatu
pengetahuan  masyarakat mengenai
perpajakan merupakan salah satu faktor
rendahnya kepatuhan masyarakat untuk
membayar pajak. Selain itu menurut
Yulianawati (2011) pengetahuan
merupakan suatu cara perubahan sikap
dan perilaku seorang wajib pajak atau
kelompok wajib pajak dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan pelatihan.

Dalam surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007
mengenai pelayanan perpajakan,
pelayanan merupakan sentra dan
indikator pertama dalam membuat citra
Direktorat Jenderal Pajak mengakibatkan
kualitas pelayanan harus terus
mengalami peningkatan untuk

mewujudkan  suatu harapan serta
membangun kepercayaan WP dan
seluruh stakeholder perpajakan terhadap
Direktorat Jenderal Pajak. Pelayanan
fiskus yang berkualitas diharapkan bisa
memperbesar tingkat kepatuhan Wajib
Pajak.

Dalam penelitian Supadmi (2010)
mengatakan bahwa cara meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya,
kualitas pelayanan pajak harus
ditingkatkan oleh aparat pajak.

Mardiasmo (2009:56) mengatakan
sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa
kebijakan peraturan Perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan
akan dituruti atau dipatuhi.

Sosialisasi  perpajakan adalah
suatu bentuk upaya yang dapat dilakukan
oleh Ditjen Pajak dalam memberikan
pengetahuan perpajakan kepada
masyarakat, khususnya untuk Waijib
Pajak agar mengetahui segala sesuatu
mengenai perpajakan baik dari segi
peraturan ataupun tata cara perpajakan
dengan metode-metode yang
seharusnya.

Wajib pajak orang pribadi yang
melaksanakan suatu kegiatan usaha
maupun pekerjaan bebas yang rentan
terhadap pelanggaran pajak dari pada
waijib pajak orang pribadi yang tidak dapat
melakukan  kegiatan  usaha  atau
pekerjaan bebas. Hal ini diakibatkan
mereka melaksanakan pembukuan atau
pencatatan secara individu atas usaha
mereka. Pembukuan atau pencatatan
dapat dilakukan sendiri maupun memakai
jasa orang yang ahli dalam akuntansi.
Sedangkan kebanyakan dari perilaku
kegiatan usaha dan pekerjaan bebas
tersebut berpendapat bahwa kurang
efisien apabila menggunakan jasa orang
lain untuk melaksanakan pembukuan atas
pencatatan, terutama dalam hal biaya.
Oleh karena itu, yang berkaitan lebih
memilih untuk melaksanakan pembukuan
atau pencatatan sendiri, sehingga
menyebabkan terjadinya kemungkinan
kekeliruan ataupun ketidakjujuran dalam
pelaporan pajaknya. (Arum,2012)

Direkorat Jenderal Pajak (DJP)
telah melaksanakan berbagai upaya
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untuk memaksimalkan penerimaan pajak.
Salah satu upaya yang dilakukan yaitu
dengan perbaikan melalui reformasi
peraturan Perundang-undangan di bidang
perpajakan dengan diberlakukan self-
assessment system dalam pemungutan
pajak. Self-assessment system,
merupakan wajib pajak menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan
melaporkannya sendiri besarnya hutang
pajak. Akibat dari diberlakukannya self-
assessment system setiap wajib pajak
yang mempunyai pendapatan wajib yang
mendaftarkan diri sendiri ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP).

Septia Mory (2015) menjelaskan
bahwa mengatasi persoalan yang
semakin rendahnya tingkat kesadaran
masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak
menjalankan unit kerja yang
melaksanakan tugas untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat terkait pentingnya
membayar pajak yaitu Kantor Pelayanan
Pajak. Kantor Pelayanan Pajak
merupakan unit kerja dari Direktorat
Jenderal Pajak  yang melakukan
pelayanan terhadap masyarakat baik
yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak
maupun yang belum terdaftar, unit kerja
ini mempunyai tugas untuk memberikan
segala macam informasi dan
melaksanakan sosialisasi perpajakan
kepada masyarakat.

Widayati dan Nurlis (2014)
mengemukakan bermacam upaya
kesadaran membayar pajak  yang

memotivasi wajib pajak untuk membayar
pajak. Yaitu yang pertama, kesadaran
bahwa pajak adalah bentuk partisipasi
dalam menopang pembangunan negara.
Dengan mengetahui hal tersebut, wajib
pajak berkeinginan untuk membayar
pajak karena merasa tidak dirugikan dari
pemungutan pajak yang dilaksanakan.
Menurut hasil penelitian yang
dilaksanakan oleh Januar Dio Brata, Isna
Yuningsih, dan Agus lwan Kesuma dapat
diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib
pajak dan sanksi pajak berpengaruh
signifikan dan mempunyai hubungan
positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengetahuan Pajak berpengaruh
signifikan positif terhadap Kepatuhan
Waijib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan

pelayanan fiskus memberikan pengaruh
tidak signifikan dan mempunyai hubungan
yang negatif terhadap kepatuhan wajib
pajak.

KERANGKA TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori yang mendukung penelitian
ini adalah Theory of Planned Behavior.
Theory of Planned Behavior
mengemukakan bahwa adanya keinginan
seseorang untuk berperilaku dapat
mengakibatkan perilaku yang
diperlihatkan oleh individu. Maupun niat
untuk berperilaku itu muncul karena
ditetapkan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1)
behavioural beliefs, adalah kepercayaan
individu akan hasil dari suatu perilaku dan
evaluasi atas hasil tersebut (beliefs
strength and outcome evaluation), (2)
normative beliefs, adalah kepercayaan
tentang harapan normative orang lain dan
dorongan untuk menjalankan keinginan
tersebut (normative beliefs and
momotivation to comply) dan (3) control
beliefs, adalah kepercayaan mengenai
adanya hal-hal yang membantu dan
mengakibatkan perilaku yang akan
diperlihatkan  (control  beliefs)  dan
persepsinya mengenai seberapa besar
hal-hal yang mendorong dan mempersulit
perilaku tersebut (perceived power).
Keadaan yang dapat mempersulit pada
saat memperlihatkan  sikap  yang
sesungguhnya dalam diri dapat berasal
dari dalam diri maupun lingkungan.
Secara berurutan, behavioural beliefs
menjadikan  sikap positif atau negatif
terhadap suatu objek, normative beliefs
menjadikan  tekanan  sosial  yang
dipersepsikan (perceived social pressure)
atau norma subjektif (subjektif norm) dan
control beliefs mengakibatkan perceived
behavioural ~ control  atau kontrol
keperilakuan yang dipersepsikan
(Ajzen,2002:2).

Pekerjaan Bebas
Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang
dilaksanakan oleh orang pribadi yang
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mempunyai keterampilan khusus bentuk
usaha agar mendapatkan pendapatan
yang tidak terikat oleh suatu hubungan
kerja.

Pajak
Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 tahun
2007 (2013:7) tentang perubahan ketiga
UU Nomor 6 tahun 1983 adalah kebijakan
umum dan tata cara perpajakan
dinyatakan bahwa pajak merupakan iuran
wajib terhadap negara yang terutang oleh
Orang Pribadi atau Badan yang bisa
dipaksakan  menurut Undang-Undang
dengan tidak mendapatkan timbal balik
langsung dirasakan dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat. Dari penjelasan
diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai
ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak:

1. Ditagih oleh negara (baik pemerintah
pusat maupun daerah). Kontribusi
tersebut berupa uang yang dipungut
yang disebabkan oleh  suatu
keadaan, kejadian dan perbuatan
yang memperoleh kegunaan tertentu
bagi seseorang.

2. Dipungut/dipotong menurut Undang-
Undang serta aturan
pelaksanaannya.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat
dirasakan adanya kontra prestasi
langsung dan dapat ditunjuk.

4. Diperuntukkan atas pengeluaran
pembayaran pemerintah yang lebih
berfungsi untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016) ditemukan

dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi budgetair adalah pajak
berfungsi sebagai sumber dana bagi
pemerintah untuk membayar
pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi regulerend atau fungsi
mengatur, pajak merupakan cara
untuk mengatur atau melakukan
sebagai alat untuk mengatur atau
melakukan kebijakan pemerintah
dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran waijib pajak merupakan suatu
keadaan vyang mana wajib pajak
mengetahui, memahami dan melakukan
kebijakan perpajakan dengan baik dan
sukarela. Semakin besar  tingkat
kesadaran  wajib  pajak  sehingga
pemahaman dan pengaplikasian
kewajiban perpajakan semakin baik
sehingga akan memperbesar tingkat
kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).
Theory of Planned Behavior relevan untuk
mengemukakan perilaku wajib pajak
dalam memperoleh kewajiban
perpajakannya. Sebelum individu
melaksanakan sesuatu, individu tersebut
akan mempunyai kepercayaan mengenai
hasil yang akan diperoleh dari perilakunya
tersebut. Kemudian yang terlibat dapat
mengambil  keputusan bahwa akan
melakukannya atau tidak melakukannya.
Hal tersebut bersangkutan dengan
kesadaran waijib pajak. Wajib pajak yang
sadar, akan mempunyai kepercayaan
tentang pentingnya membayar pajak akan
membantu melaksanakan pembangunan
negara (behavioral beliefs).

Penggolongan Pajak
1. Menurut golongannya:
a. Pajak langsung
Merupakan pajak yang harus
ditanggung secara langsung
oleh waijib pajak dengan tidak
boleh dipindahkan atau
dibebankan kepada pihak lain.
Pajak dapat menjadi bagi yang
bersangkutan.
b. Pajak tidak langsung

Pajak yang dapat dibebankan
atau dipindahkan kepada orang
lain atau pihak ketiga. Pajak
tidak langsung terjadi karena
adanya sesuatu ketika peristiwa
atau perbuatan yang
menimbulkan terhutangnya
pajak, misalnya penyerahan
barang atau jasa.
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2. Menurut sifatnya:

a. Pajak subjektif
Pajak yang dibebankan dengan
memperlihatkan situasi pribadi
wajib pajak atau pengenaan
pajak yang memperhatikan
subjeknya.

b. Pajak objektif
Pajak yang dibebankan
memperlihatkan objeknya, baik
berupa berada, keadaan,
perbuatan, maupun peristiwa
yang menyebabkan timbulnya
kewajiban  untuk membayar
pajak tanpa memperlihatkan
keadaan pribadi subjek pajak
(waijib pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya:

a. Pajak pusat
Pajak yang ditagih  oleh
pemerintah pusat dan
dipergunakan untuk membayar
keperluan pengeluaran negara.

b. Pajak Daerah
Pajak yang ditagih  oleh
pemerintah daerah dan
dipergunakan untuk membayar
keperluan daerah.

Subjek Pajak

Menurut (Resmi, 2016) subjek pajak
penghasilan merupakan sesuatu yang
memiliki peluang untuk mendapatkan
pendapatan dan menjadikan tujuan untuk
dikenakan sebagai pajak penghasilan.
Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983
yang telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2000,
tidak terdapat penjelasan terkait dengan
definisi subjek pajak. Namun, pengertian
wajib pajak dipaparkan sebagai orang
atau badan menurut ketentuan peraturan
Perundang-undangan perpajakan yang
telah ditentukan untuk melaksanakan
kewajiban perpajakan.

Objek Pajak

Objek pajak merupakan segala sesuatu
baik barang, jasa kegiatan atau keadaan
yang dikenakan pajak menurut aturan
Perundang-undangan.

1. Keadaan

Harta  kepemilkan dan  kekayaan
seseorang yang sudah dapat dipastikan
mempunyai kendaraan bermotor, radio,
televisi mempunyai tanah baik yang
berupa fisik maupun telah dialihfungsikan
sebagai lahan pertanian dan perkebunan,
dan yang telah menduduki bangunan

tertentu atau  mempunyai  barang
berharga tidak bergerak.

2. Perbuatan

Melakukan perbuatan berupa

memberikan barang karena perjanjian,
mendirikan rumah atau gedung untuk
tempat usaha, membuat suatu acara
yang terdiri dari pertunjukan atau
keramaian yang mendapatkan
penghasilan atau bepergian ke luar
negeri.

3. Peristiwa

Terjadi peristiwa kematian, keuntungan
yang diperoleh secara mendadak seperti
hadiah, anugerah yang diperoleh tanpa
prediksi sebelumnya yang terjadi diluar
kehendak manusia.

Menurut (Resmi, 2016), mengemukakan
bahwa objek pajak penghasilan
merupakan setiap penambahan
kemampuan ekonomis yang diperoleh
atau diterima wajib pajak (WP).
Penghasilan tersebut dapat berasal dari
dalam negeri maupun dari luar negeri
yang dapat digunakan untuk pembiayaan
dan meningkatkan kekayaan WP yang
berkaitan =~ dengan nama dan dalam
bentuk apapun.

Pengetahuan Pajak
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Pengetahuan pajak yang dijelaskan oleh
Yulianawati (2011) merupakan cara
perubahan sikap dan perilaku seorang
wajib pajak atau kelompok wajib pajak
dalam usaha mendewasakana manusia
melalui  upaya pembelajaran  dan
pelatihan. Sedangkan yang dikemukakan
menurut Andriani dalam Fermatasari
(2013) menjelaskan bahwa pengetahuan
perpajakan adalah tentang konsep
kebijakan umum di bidang perpajakan,
jenis pajak yang berlaku di Indonesia
mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif
pajak, perhitungan pajak terutang,
pencatatan pajak terutang, sampai
dengan bagaimana pengisian pelaporan
pajak.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat dikemukakan
sebagai proses petugas pajak dalam

membantu, mengerjakan : atau
menyajikan berbagai kebutuhan yang
diperlukan oleh Wajib Pajak

(Jatmiko,2006) dikutip oleh Arum (2012).
Beberapa penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya juga telah mengemukakan
mengenai pentingnya pelayanan fiskus
Karanta et.al, 2000 (dalam Suryadi,2006)
menegaskan bahwa pada pentingnya
kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam
memberikan pelayanan kepada Wajib

Pajak.
Dalam hal ini untuk  menyadari
seharusnya pelayanan terbaik yang

sebagaimana vyang diberikan oleh

petugas pajak kepada wajib pajak,

dibutuhkan juga pemahaman tentang hak

dan kewajiban sebagaipetugas pajak.

Kewaijiban fiskus yang tertuang dalam UU

Perpajakan adalah:

a. Kewajiban untuk membimbing wajib
pajak.

b. Kewajiban menetapkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

c. Kewajiban merahasiakan data wajib
pajak.

d. Kewajiban melaksanakan putusan.

Sementara itu, terdapat beragam hak-hak
petugas pajak yang tertuang dalam UU
perpajakan antara lain:

a. Hak menetapkan NPWP atau
NPPKP secara jabatan.

b. Hak menerbitkan surat ketetapan
pajak.

c. Hak menerbitkan Surat Paksa dan
Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan.

d. Hak melaksanakan pemeriksaan dan
penyegelan.

e. Hak untuk menghapuskan atau

mengurangi

administrasi.
f. Hak melakukan penyidikan.
Hak melakukan pencegahan.
Hak melakukan penyanderaan.

pelanggaran

= @

Sanksi Pajak

Sanksi yang memiliki arti tindakan
hukuman dengan bersifat memaksa
orang untuk mematuhi atau
melaksanakan ketentuan. Mardiasmo
(2009:56) menjelaskan sansksi
perpajakan adalah jaminan bahwa
ketentuan peraturan Perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan)
harus dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa
berupa sanksi perpajakan adalah cara
pencegah agar norma perpajakan tidak
dilanggar oleh wajib pajak.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah sebuah
upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak
guna memperoleh data yang dibutuhkan
atau informasi, terjemahan serta

pembinaan terhadap masyarakat
dikhususkan  kepada  wajib  pajak
berkenaan tentang perpajakan dan
perundang-undangannya. Setelah
masyarakat memberikan  pengertian
mengharap akan memberikan
memotivasi dan setelah itu Dbisa
menambahkan pengetahuan tentang

wajib pajak. Indikator sosialisasi oleh
Dirjen Pajak antara lain penyuluhan,
diskusi dengan wajib pajak dan tokoh



28 Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi) 2020

masyarakat, penyampaian informasi dari
petugas pajak, pemasangan billboard,
dan pembuatan website. Penyuluhan
adalah bentuk sosialisasi yang dilakukan
melalui berbagai media baik elektronik
maupun cetak. Terkadang dilakukan
langsung ke daerah-daerah yang potensi
pajaknya besar dan membutuhkan
banyak informasi mengenai perpajakan.
Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh
masyarakat sebagai salah satu bentuk
sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak,
yang lebih menekankan komunikasi dua
arah dengan wajib pajak atau tokoh yang
berpengaruh di masyarakat, dengan
tujuan tokoh tersebut akan memberikan
pemahaman yang lebih baik kepada
masyarakat sekitarnya.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Jadi kepatuhan wajib pajak dapat
didefinisikan sebagai patuh, taat dan
patuhnya wajib pajak dalam melakukan
kewajiban dan hak mengenai perpajakkan
sejalan dengan undang-undang
perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia
Rahayu, 2010). Jadi dengan demikian,
kepatuhan wajib pajak orang pribadi
merupakan tindakan waijib pajak orang
pribadi dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan  Perundang-undangan dan
peraturan pelaksanaan perpajakan yang
berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak
mempunyai berbagai kewajiban yang
wajib dipatuhi seperti:

a. Mendaftarkan diri untuk
mendapatkan NPWP.
Waijib pajak wajib harus
mendaftarkan diri di Kantor
Pelayanan Pajak yang terdapat di
sekitar tempat tinggal, selanjutnya
akan diperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang
kemudian pakai sebagai identitas
bagi wajib pajak. Pendaftaran NPWP
bisa dilaksanakan secara online
melalui e-register.

b. Melaporkan usahanya unutk
dikukuhkan sebagai PKP.

Wajib pajak yang sebagai pengusaha
dikenakan PPN harus melaporkan
usahanya agar dapat dijadikan
sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) kepada KPP. Pengukuhan
sebagai PKP juga bisa dilaksanakan
secara online melalui e-register.

c. Mengukur pajak yang terutang,
menghitung pajak yang telah
dipotong oleh pihak lain, melaporkan
dan membayar sendiri pajak secara
benar. Sistem perpajakan yang ada
di Indonesia menggunakan self
assessment system yang
mewajibkan para Wajib Pajak
diwajibkan melakukan pembayaran,
pelaporan dan perhitungan pajak

sendiri.
d. Mengisi dengan benar SPT
(mengambil sendiri SPT) dan

melampirkan ke Kantor Pelayanan
Pajak dengan tempo waktu yang
telah ditetapkan.

Apabila  diperiksa Waijib  Pajak
diwajibkan:

a. menunjukkan catatan atau hasil
pembukuan laporan serta dokumen
terkait mengenai penghasilan yang
didapatkan, aktivitas usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau
objek yang memiliki hutang pajak.

b. Memberikan peluang agar bisa
memasuki ruangan atau tempat yang
dibutuhkan untuk dapat
memperlancarkan pemeriksaan.

c. Jika pada saat pengungkapan
pencatatan dokumen dan mengenai
keterangan yang diminta, Wajib
Pajak terikat kewajiban dalam
merahasiakan kewajiban untuk itu
dihilangkannya keperluan
pemeriksaan.

Syarat Mnejadi Wajib Pajak Patuh

Sesuai dengan Peraturan  Menteri
Keuangan 74/PMK.03/2012 tentang Tata
Cara Penerapan Wajib Pajak, waijib pajak
patuh merupakan wajib pajak yang
mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam melaporkan surat
pemberitahuan.
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b. Tidak memiliki tunggakan pajak agar
semua jenis pajak, kecuali utang
pajak yang telah mendapat izin untuk
menunda pembayaran pajak.

c. Suatu Laporan keuangan yang
diaudit oleh Akuntan Publik dengan
pendapat WTP waijib pajak tidak
tersangkut tindak pidana dalam
bidang perpajakan selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut.

d. Tidak mengalami pidana disebabkan
akibat tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan pada
keputusan pengadilan yang sudah
jelas memiliki kekuatan hukum tetap
dalam tempo 5 (lima) tahun terakhir.

PEMBAHASAN

Kesadaran Wajib Pajak dengan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
yang Memiliki Pekerjaan Bebas
Hubungan antara kesadaran dengan
kepatuhan WPOP dapat didasarkan atas
teori atribusi, dimana teori tersebut
mengemukakan bahwa individu akan
terpaksa berperilaku karena situasi atau
lingkungan. Disebabkan negara Indonesia
meskipun mempunyai wilayah yang relatif
luas, secara ekonomi masih tertinggal
jauh dengan negara tetangga seperti
Malaysia dan Singapura. Dengan adanya
teori atribusi ini diinginkan masyarakat
Indonesia yang mempunyai kesadaran
agar patuh terhadap pajak dapat
berkontribusi untuk memakmuran bangsa
dan negara dengan patuh membayar
pajak.

Pengetahuan Perpajakan dengan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
yang Memiliki Pekerjaan Bebas

Dengan semakin tinggi tingkat
pengetahuan mengenai peraturan
perpajakan, semakin besar pula tingkat
dari kepatuhan WP terhadap peraturan
perpajakan. Sebaliknya, jika tingkat
pengetauan wajib pajak rendah tingkat
pengetahuan mengenai WP tentang
peraturan perpajakan, maka tingkat
kepatuhan waijib pajak menjadi rendah.

Kualitas Pelayanan Fiskus dengan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
yang Memiliki Pekerjaan Bebas

Dengan pemberian kualitas pelayanan
yang semakin baikk maka akan
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib
pajak. Sebaliknya, jika kualitas pelayana
buruk maka akan membuat tingkat
kepatuhan rendah. Kepatuhan WP dalam
menjalankan kewajiban membayar
pajaknya tergantung bagaimana petugas
pajak dalam  memberikan  kualitas
pelayanan yang maksimal kepada WP
(Jatmiko,2006). Pelayanan pajak dapat
dikaitkan dengan normative beliefs yang
menjelaskan bahwa salah satu dari
Theory of Planned Behavior. Normative
beliefs mendefiniskan ketika akan
melaksanakan sesuatu, individu akan
mempunyai  kepercayaan = mengenai
motivasi dan keinginan normatif orang
lain dan motivasi untuk memperoleh
keinginan tersebut. Dengan pelayanan
yang bagus dari fiskus, sistem perpajakan
yang efisien dan  efektif, serta
penyuluhan-penyuluhan pajak
mempunyai kepercayaan atau
mempunyai perilaku yang patuh pajak.

Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Memiliki Pekerjaan Bebas

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk
menciptakan  kewajiban di  bidang
perpajakan agar mematuhi wajib pajak.
Pemahaman waijib pajak terhadap sanksi
pajak dapat meningkatkan pengetahuan
WP terkait sanksi hukum dari apa yang
dilakukan dan tidak dilakukannya di
bidang perpajakan (Winerungan, 2013).
Hal tersebut dapat mencegah waijib pajak
unutk melakukan penyimpangan-
penyimpangan di bidang perpajakan.
Semakin ketat sanksi perpajakan maka
semakin tinggi tingkat kepatuhan WP.

Sosialisasi Perpajakan dengan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Yang Memiliki Pekerjaan Bebas

Sosialisasi yang dilaksanakan dengan
mendidik individu tentang kebudayaan
yang harus dimiliki dan diikuti, agar dapat
menjadi anggota yang baik dalam
masyarakat dan alam berbagai kelompok
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khusus, sosialisasi dapat dianggap sama
dengan pendidikan  (Sudrajat dan
Ompusunggu,2015). Dengan adanya
sosialisasi yang baik dan dapat diterima
oleh masyarakat yang diduga mampu
meningkatkan motivasi Wajib Pajak untuk
mematuhi kewajiban perpajakan. Sejalan
dengan yang dikemukakan oleh pendapat
Sudrajat dan Ompusunggu (2015) yang
mengemukakan salah satu faktor yang
bisa ditekankan oleh aparat dalam
meningkatkan kepatuhan pajak yaitu
dengan cara mensosialisasikan kebijakan
pajak baik itu melalui penyuluhan, ajakan
moral baik dengan media billboard, baliho
maupun membuka situs peraturan pajak
yang setiap saat bisa diakses oleh wajib
pajak.

KERANGKA PENELITIAN
Kesadaran
Wajib Pajak
Pengetahuan
Perpajakan Kepatuhan
| Wajib Pajak
Kualitas b ';)r;'ng
Pelayanan — > rllvla I_\I/.i.ng
Fiskus (X3) emitikt
Pekerjaan
Bebas (Y)
Sanksi
Perpajakan
Sosialisasi
Perpajakan
KESIMPULAN
1. Kesadaran waijib pajak
memprediksi  kepatuhan  wajib

pajak orang priadi yang memiliki
pekerjaan bebas.

2. Pengetahuan perpajakan
memprediksi  kepatuhan  wajib
pajak orang pribadi yang memiliki
pekerjaan bebas.

3. Kualitas pelayanan fiskus
memprediksi  kepatuhan  wajib
pajak orang pribadi yang memiliki
pekerjaan bebas.

4. Sanksi perpajakan memprediksi
kepatuhan wajib pajak orang
pribadi yang memiliki pekerjaan

bebas.
5. Sosialisasi perpajakan
memprediksi  kepatuhan  wajib

pajak orang pribadi yang memiliki
pekerjaan bebas.
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